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TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
* HANIYA *»
KELURAHAN KEBALEN , KECAMATAN BABELAN,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PER!ZI‘NAN TERPADU Kﬁﬂlif’ﬁT'E'N 1IBEKASI
Menimbang  :a. bahwa pé'ncildlkan jadalah ';.:Ti__}:_g@ng jawab  Keluarga,
Masyz—:gra[(at dan Pemermtah :

b. bahwa'l tuk menin Katkan ipasi masyarakat dalam
el pelaksan perne an -péndidikan, Yayasan HARAPAN
INSAN MULYA amat@i”Gang Musholla Al-lkhlas RT
Lo 03/014! Kelurahan Kebablen —Keeamatan Babelan, Kabupaten
7.\ Bekasi telah-mengusahakan - -éﬁiﬁkﬁi’jnya Sekolah Dasar Islam

; f_'a Terpadut— CCSPIT ) HANIYA f"::

semua persyaratan untuk program Iérsebut di atas;

d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b
dan ¢ tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional
Sekolah Dasar. [slam- TErpSQu (“SDIT ) HANIYA |, yang
ditetapkan denggn I‘{aplgtusdh ‘Kepala Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu { BPMPPT )
Kabupaten Bekasi.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Masional;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah:

Izin Operasional Sekolah — BPMPPT Kab, Bekasi




3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional BRI No. 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah:;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Rl No. 129a/U/2004 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan:

Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang
edoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat:

g */Mfeputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di Propinsi Jawa Barat

9. Peraturan Daerah KabUpaten Bekasr Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Urusan’F‘emertpta_{; hUpateﬁ‘ Eﬂ{ésr

* Fris e = i
10. Perafuran Daere_l kél u aten B&k, ’én_r Nomor 07 tahun 2008 tentang

Pembentukanﬂa E _- [

,' r%(ang Organisasi dan Tata
abupaten Bekasi:

-'".‘f"". =No5 tahun 2010 tentang
F’e‘-:ng,.re[enggarﬁ,a Pelim paﬁan Sebagian Kewenangan
untuk Ménangam%agran Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten
Bekasi:

Memperhatikan : 1. Akta Notaris = NURDJAJA, SH,
Tanggal ~ 04 Jﬁ.NUAR] zmia
Nomor - 01 - :
Tentang pendsrian \’ayasan HARAPAN INSAN MULYA
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah
Swasta.

MEMUTUSKAN
Menetapkan

PERTAMA  Memberikan izin kepada

Nama Yayasan - Yayasan HARAPAN INSAN MULYA

Alamat Gang Musholla Al-lkhlas RT 03/014
Kelurahan  Kebablen, Kecamatan
Babelan, Kabupaten Bekasi
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S MR

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :

Nama . SDIT HANIYA
Alamat . Gang Musholla Al-lkhlas RT 03/014
Kelurahan Kebablen, Kecamatan

Babelan, Kabupaten Bekasi
Mulai Tahun Pelajaran 2014 / 2015

KEDUA : Pemberian lzin tersebut pada diktum pertama keputusan ini
berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib
melakukan daftar ulang ( registrasi ) setiap awal tahun
pelajaran.

KETIGA . Dalam’ mngkaﬂpenﬁnaan enyelenggaraan  pendidikan
Seklolah Dasar segag#f’mana 5' k*-:sud pada diktum pertama

. "'.Erangkat Daerah vyang

K4 f'FUI"IQSI sesuai dengan

mempﬁi‘ny s;b_ g L
keﬁeh&r@an'f" i :
KEEMPAT - Kepufué-‘.ﬁﬂ ini. ' g‘gamitetapkan dengan
.ap MU én terdapat kekeliruan
dalar‘r@ﬁt}g_ -P 4 '_I*' 3da 'E;rbalkan seperlunya.
i TS

DLtEtapkan dl ,i Bekasi
Pada tafiggal’ : «"1 8 JUN 2014

KEPALA BAﬁAN’ ANAMAN MODAL DAN
- IZINAN TERPADU

4D DI S _RIADI M.Si
i F‘emhma Tingkat 1
MIP. 19671024 193803 1 002

Tembusan Yth :

1.Bupati Bekasi;
2.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
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